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PUTUSAN
Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Btg

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD,
tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA
TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Susilo Adji Pramono, S.H. dan Nurseta Mustafa, S.H.,
Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum SUSILO ADJI PRAMONO, S.H. & Rekan
yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 70
Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024
yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
230/KK/11/2024 tanggal 29 Februari 2024, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD,
tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA
TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Btg, tanggal 29
Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal
19 Juli 1990 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/104/VII/1990 Jo. Duplikat Kutipan Akta
Nikah No : XXXXXXXXXXX tertanggal 26 Februari 2024, saat itu Penggugat
berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
dirumah orang tua Penggugat di Dukuh Candrejo XXXXXXXX Desa
Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang selama 10 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai
anak;

4, Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, hampir
tidak ada permasalahan yang komplek dan rumit, wajar dalam berumah
tangga ada perselisihan kecil namun Penggugat tidak pernah
mempermasalahkan;

5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Juli 2000, saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat
memilih tinggal dirumah orang tua Tergugat di XXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XX
XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXKKK XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX sampai sekarang
dan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh
Candrejo XXXXXXXX Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten
Batang dan terhitung sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai
berpisah rumah sampai sekarang;

6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah selama 23 tahun 7 bulan dan selama itu
Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi dengan tidak memberi
nafkah lahir maupun batin, maka Penggugat berkeyakinan perceraian adalah

solusi terbaik permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
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7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mabhligai rumah
tangga, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup
berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal
116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan hukum bagi
gugatan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang
ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Batang cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan membayar biaya perkara menurut hukum yang
berlaku;
Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon
putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus
kepada Susilo Adji Pramono, S.H. dan dan Nurseta Mustafa, S.H.,
Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
SUSILO ADJI PRAMONO, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad
Dahlan Nomor 70 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftar
dalam Register Kuasa Nomor 230/KK/11/2024 tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 29 Februari 2024 dan
tanggal 07 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batang nomor

XXXXXX tanggal 26 Juli 2021 atas nama PENGGUGAT, bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang Kabupaten

Batang, nomor B.177/Kua.11.25.03/PW.01/02/2024 tanggal 26 Februari

2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Saksi:
1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak juli

2000 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan
Juli 2000 sampai sekarang berpisah selama 23 tahun lebih;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
sejak Juli 2000 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu
lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum

dikaruniai anak;
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- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak juli
2000 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab Kketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan
Juli 2000 sampai sekarang berpisah selama 23 tahun lebih;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
sejak Juli 2000 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu
lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada
harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 27 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 230/KK/11/2024 tanggal 29 Februari
2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan
Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi
bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi
izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo
sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan
yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, namun berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun
1975 tentang aturan pelaksanaan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974
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tentang perkawinan bahwa “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima
apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan
pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang
yang dekat dengan suami-isteri itu”. maka Penggugat tetap dibebani
pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Batang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 19 Juli 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
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pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juli 2000 Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai
sekarang pisah selama 23 tahun lebih, tidak pernah kembali dan tidak ada
komunikasi lagi;

2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat
dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Mada Khurriyatuz Zaujain, Juz I

halaman 83 yang berbunyi :
o Lo iy dmy ol g 31 Bnll oyl e 33U LA (3LIYT AT
O oliza DIl Y =5y e (e b sea z gl Aa) ) maall Jua s mla W g
Alaad) = 55 oLl alla 138 ¢ el anddly s g 31 aa) o oS
Artinya: Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan
perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan
dengan ruh keadilan ;

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fighus Sunnah Jilid Il halaman
248 yang berbunyi sebagai berikut :

) L gl o) cied 13 Goal) amldl) el o) sl o)

Lnﬁj.HC:L.a‘}”QG g....'a'L‘ﬂ'I _')?.l.‘.-_g _______ ‘LGJL‘.LQH Q‘.‘LJB_).;:‘J.IJ! P‘JJ‘U..;&LLL.M“Y
i, dalls Lall,

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk
diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam
perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah
tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga
mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut,
maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 23 tahun lebih,
maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga
mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai
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dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka
perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Penggugat memohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah terdapat cukup
alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H.
sebagai Ketua Majelis, KHOERUNNISA, S.H.l. dan CHUSNUL CHASANAH,
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S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

M. ZUBAIDI, S.H.
KHOERUNNISA, S.H.1.

Hakim Anggota

CHUSNUL CHASANAH, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

NUR HIDAYAH, S.H.
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran 3 Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp.  28.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
5. Sumpah : Rp.  25.000,00
5. Redaksi : Rp.  10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
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